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PENDAHULUAN1
Indonesia Emas 2045 dan Benchmarking



Visi Indonesia 2045: 
… Transformasi dan Akselerasi Pembangunan….

Ke-5
(USD 7,4 triliun)

Tahun 2045:

Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:

5,7%

PDB Riil per Kapita

5,0%

PDB Riil

25%

Peranan KTI  
menjadi

PDB Riil /
Kapita

Negara Maju
dan PDB 
terbesar

2035 2040 2045

3.377

6.305
8.804

16.877

23.199

12.233

4.546

2036
Keluar dari

Middle Income Trap (MIT)
PDB perkapita

(USD)

5,2% 6,0% 6,2% 5,9% 5,6% 5,4% Rata-rata  
Pertumbuhan

2019/2020
Menjadi negara

Upper-middle Income

RPJMN
2020-2024 merupakan titik  

tolak untuk mencapai
sasaran pada Visi 2045

2015 2020 2025 2030

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019

2045
INDONE S I

A Berdaulat, 
Maju, Adil dan
Makmur



Visi Indonesia 2045: Pengembangan Wilayah

6

30 Tahun Sebelumnya 30 Tahun Mendatang

1983 2013 2015 2045

Jawa 53,8% 57,1% 58,3% 51,8%

Luar Jawa 46,2% 42,9% 41,7% 48,2%

KBI 82,5% 80,1% 80,5% 74,9%

KTI 17,5% 19,9% 19,5% 25,1%

Pemerataan pembangunan daerah dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 
lebih tinggi dan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. 

Papua

Bali, Nusa Tenggara

& Maluku

Sulawesi

Kalimantan

Jawa

Sumatera

Basis Pangan Nasional dan
Sektor  Ekonomi Berbasis SDA

Basis Wisata Internasional
dan Perikanan Nasional

Basis Industri Pangan dan Gerbang KTI

Basis Industri Pengolahan dan
Lumbung Energi Nasional

Basis Industri, Perdagangan dan 
Jasa
Basis Industri Baru dan
Gerbang Kawasan Asia

Arah PengembanganDaerah

6,2%
PERTAHUN

6,7%
PERTAHUN

8,3%
PERTAHUN

Kalimantan Sulawesi

7,6%
PERTAHUN

Papua

6,5%
PERTAHUN

Bali dan NusaTenggara

5,3%
PERTAHUN

Jawa

5,7%
PERTAHUN

Sumatera

Maluku



Penataan Ruang Publik di Jepang
... Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman....



Pelayanan Dasar Pendidikan di Jepang
... Mandiri, Tanggung Jawab dan Tangguh....



Pelayanan Dasar Air Bersih di Jepang
... Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan....



Pelayanan Dasar Persampahan di Jepang
... Bersih, Aman, Tertata, Sirkular dan Berkelanjutan....



Penataan Pusat Perdagangan di Jepang
... Bersih, Aman, Tertata, Interaktif dan Nyaman....



Pengembangan Seni dan Budaya di Jepang
... Atraktif, Partisipatif, dan Inovatif....



TRANSFORMASI DAN 
AKSELERASI2

Perubahan Sosial, Ekonomi dan Teknologi



Transformasi Struktural: 
… Sosial, Budaya, Ekonomi dan Teknologi….



Transformasi Desa, Kawasan dan Daerah
… Keunggulan Komparatif, Kompetitif dan Kolaboratif….



Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Berbasis Pemenuhan Hak Dasar

Instrumen

(Masukan)

Mekanisme

(Proses)

Pencapaian

(Keluaran)

Kinerja

(Manfaat dan 

Dampak)

Pengambilan

Keputusan 

• Pilkada

• Rapat DPRD

• Musrenbang

Jejaring

• DPRD

• Pemerintah Daerah

• Masyarakat Sipil: Ormas, LSM,

Universitas, Media Massa

Keuangan Daerah 

• Penerimaan (PAD, 

DAU, DAK, DBH dan  

pinjaman) dan

Dana Desa

• Pengeluaran/Belanja

• Investasi

• KPBU

Pengembangan Ekonomi

• Produksi   • Pengolahan    •Distribusi     

• Perdagangan  • Konsumsi

• Kesempatan Kerja • Nilai Tambah

• Pendapatan • Penerimaan Devisa

Aset Daerah

• Lahan dan SDA

• SDM   • IPTEK

• Peralatan

• Infrastruktur

• Peraturan Daerah

Manajemen Organisasi

• Sistem Informasi

• Standar Pelayanan Minimum

• Unit Pengaduan Masalah

• Sistem Reward and 

Punishment 
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• Partisipasi

• Keberpihakan

• Transparansi

• Akuntabilitas

• Efisiensi

• Efektivitas

• Keadilan

Terpenuhinya hak-

hak dasar

Masyarakat yang 

maju, adil, makmur 

dan sejahtera

Waktu

Pelayanan Publik

• Pangan, • Pendidikan • Kesehatan

• Perumahan • Air bersih dan sanitasi

• Tanah • SDA dan Lingkungan

• Rasa aman • Partisipasi

• Pekerjaan



Paradigma Tumbuh Berkelanjutan: 
… Build Back Better, More Safer dan Sustainable….

Kelestarian
Lingkungan

Pembangunan 
Ekonomi

Kesejahteraan  
Masyarakat

PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, INOVATIF, AMAN, 
BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF

SDGs, Rantai Nilai dan Ekonomi Sirkular
Dalam mewujudkan

pembangunan daerah
(kabupaten dan kota) 

yang aman dan 
berkelanjutan, maka
perlu pemanfaatan
ruang dan langkah

sistematik dan 
terencana dalam

Pengurangan Risiko, 
Mitigasi, Adaptasi dan  

Investasi Berbasis
Penanggulangan

Bencana dan 
Perubahan Iklim.



Mengembangkan Kehidupan Berkelanjutan
(Sustainable Livelihood)



Pembangunan sebagai Proses Akumulasi
Berkeadilan dan Berkelanjutan

Modal Sosial

Modal Fisik
(Infrastruktur)

Modal 
Keuangan
(Finansial)

Modal SDM 
dan 

Pengetahuan

Modal SDA dan 
Lingkungan, 

Lahan dan Tata 
RuangModal Sosial

Modal Fisik
(Infrastruktur)

Modal 
Keuangan
(Finansial)

Modal SDM 
dan 

Pengetahuan

Modal SDA dan 
Lingkungan, 

Lahan dan Tata 
Ruang

t0

tn
Eksploitasi berlebihan akan meningkatkan akumulasi modal keuangan dan 
modal fisik, tapi akan merusak modal SDA, Lingkungan, Tata Ruang dan Lahan, 
dan melemahkan modal sosial.



Pendekatan Kesejahteraan Berkelanjutan: 
Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan

Sumber
Kerentanan

 Siklus
 Shocks
 Perubahan

Iklim
 Risiko Bencana
 Pandemik
 Konflik Politik

dan Sosial

KELEMBAGAAN: 
Peraturan dan 

Organisasi

STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN

• Terwujudnya
pembangunan
yang lebih Baik, 
Aman, Adil dan 
Berkelanjutan

• Terpenuhinya hak-
hak dasar rakyat

• Tercapainya SDGs
• Meningkatnya

ketahanan pangan
• Meningkatnya

pendapatan
• Meningkatnya

perluasa
kesempatan kerja

• Meningkatnya
pendapatan

• Meningkatnya
kesempatan kerja.

• Berkurangnya
tingkat kerentanan

Asset Livelihood

SDA

SOS

INF

FIN

SDM
Akses dan 
Pengaruh

Timbal Balik

MANFAAT DAN 
DAMPAK 

(OUTCOME)

Manajemen Aset:
SDALH = Modal Sumber Daya Manusia, Pengetahuan dan Teknologi
SDM    = Modal Sumber Daya dan Lingkungan, Lahan dan Ruang
SOS = Modal Sosial
FIN = Modal Keuangan (Finansial)
INF = Modal Fisik (Infrastruktur)

• Adopsi
• Adaptasi
• Mitigasi
• Inovasi
• Peningkatan

Kapasitas
• Green and 

Blue 
Economy

• Investasi

Source: Modified from DFID and UNDP: Sustainable Livelihoods Approach

• Nasional
• Wilayah 

Provinsi
• Kab/Kota
• Kecamatan
• Desa/Kelurahan
• Masyarakat
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Reforma
Agraria

Pengembangan Rantai Nilai Daerah
Keterkaitan Produksi-Pengolahan-Transportasi-Logistik-Pasar



Reforma
Agraria

Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah
Keterkaitan Transportasi-Akomodasi-Destinasi-Atraksi-Pasar



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN RANTAI NILAI



Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah
Keterkaitan Tokyo-Hakone—Yamanaka-Kawaguchi



Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah
Brobudur-Prambanan dan sekitarnya



Perhitungan Rantai Nilai Kelapa Sawit Lampung dalam Setahun

Mesuji

Tulangbawang

Lampung Tengah
Lampung Utara

Tulangbawang 
Barat

Lampung Timur

Metro

Bandarlampung

Lampung Selatan

Pesawaran

Pringsewu
Tanggamus

Lampung 
Barat

Pesisir 
Barat

Waykanan

Harga jual yang digunakan:
- TBS: Rp 2.083/kg
- CPO: Rp 9.122/kg
- Minyak Goreng: Rp 18.000/kg

Berdasarkan analisis, hasil penjualan komoditas
kelapa sawit dalam bentuk Minyak Goreng memiliki
nilai jual sekitar 4 kali lipat dibandingkan harga jual
TBS. Oleh karena itu, hilirisasi penjualan TBS perlu
di dorong untuk peningkatan penerimaan daerah.

Hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa
Sawit di Lampung tahun 2020 adalah sebesar 198
ribu ton. Apabila TBS ini dijual sebagai bahan
mentah akan berkontribusi terhadap pendapatan
Lampung sebesar Rp 412 Miliar. Apabila penjualan
dilakukan dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO),
pendapatan provinsi menjadi Rp 901 Miliar.
Sementara itu, apabila hilirisasi dilakukan hingga
menjadi produk minyak goreng pendapatan daerah
menjadi Rp 1,7 Triliun.

Sumber: Analisis perhitungan sangat sementara

TBS K Ton (Harga); CPO K Ton (Harga); Minyak Goreng K Ton (Harga)
< 0,1 (< Rp0,3 M); < 0,07 (< Rp0,6 M); < 0,06 (Rp1,1 M)
2,8 (Rp6 M); 1,4 (Rp13 M); 1,3 (Rp24 M)

8,5 (Rp18 M); 4,25 (Rp39 M); 4 (Rp73 M)
30 (Rp62 M); 15 (Rp137 M); 14 (Rp257 M)

50 (Rp104 M); 25 (Rp228 M); 24 (Rp428 M)



PERENCANAAN BERBASIS KINERJA3
Penguatan Basis Keunggulan dan Penguatan Konektivitas



Alur Pikir Perencanaan



Alur Pikir Perencanaan



Sinkronisasi Perencanaan

Indika
tor 

Kinerja

Sasar
an

OPD Pro 
gram

Misi Visi

Dana Indikator 
Kinerja

Sasaran Kegiatan Program

Visi Misi Progra
m

OPD Sasaran Indika 
tor 

Kinerja

RPJMD KABUPATEN/KOTA

RENSTRA OPD KABUPATEN/KOTA

RPJMD PROVINSI

Konsistensi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota:  kegiatan, sasaran dan indikator kinerja.

Program Kegiat
an

Sasar
an

Indika-
tor 

Kinerja

Dana Lokasi 
(Kab/
kota)

RENSTRA OPD PROVINSI

RPJMD Provinsi = Σ Renstra OPD Provinsi (prorgam, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan anggaran)



Simulasi Sinkronisasi Perencanaan



Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

• Sistem perencanaan dan penganggaran yang 
disertai tolok ukur kinerja sebagai instrumen 
untuk mencapai tujuan dan sasaran;

• Meningkatkan efektivitas anggaran melalui
perencanaan program dan kegiatan yang 
disertai dengan hasil dan keluaran yang 
terukur;

• Meningkatkan efisiensi belanja melalui
penentuan satuan biaya sesuai standar yang 
ditetapkan; 

• Memperkuat pengawasan dan pengendalian  
melalui kelayakan standar harga dan biaya, 
audit keuangan dan kinerja, serta evaluasi 
kinerja eksternal; dan

• Meningkatkan kredibilitas dan  akuntabilitas.  

• Menghubungkan perencanaan
strategis dan perencanaan
operasional secara terinci

• Membantu pencapaian hasil
pelaksanaan program

• Memudahkan proses pengukuran
dan penilaian kinerja

• Membantu pemantauan dan 
evaluasi kinerja

• Membantu dalam menetapkan
target kinerja\

Pengertian Manfaat



Tujuan dan Landasan Konseptual

Tujuan

Landasan 

Konseptual

Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi

kinerja yang akan dicapai (directly linkages between 

performance and budget);

Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam

penganggaran (operational efficiency);

Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam

melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more 

flexibility and accountability).

Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and 

outcome oriented);

Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga

prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada

tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur

organisasi (Money follow function).

1.

2.

3.

3.

2.

1.



Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja



Pengertian Indikator Kinerja dan Jenis Indikator Kinerja

• Merupakan standar kinerja (performance) yang 
harus dicapai  Mengukur sukses atau tidaknya
OPD (dinas, badan, kantor).

• Untuk mencapai tujuan organisasi  Realisasi
visi, misi, tujuan dan sasaran.

• Menjawab berapa (kuantitatif), bagaimana
(kualitas), Kapan (waktu), dan dimana (lokasi)

• Mempunyai kriteria SMART (specific, measurable, 
achievable, rational dan time)

• Mendorong proses pembelajaran manajemen
organisasi bagi setiap Dinas/OPD.

• Menjadi dasar untuk pengendalian dan evaluasi
setiap Dinas/OPD.

 Sederhana dan mudah dipahami.

 Dapat diukur.

 Dapat dikuantifikasikan dalam
bentuk rasio, persentase dan
angka.

 Dikaitkan dengan standar
(pelayanan minimum) dan target
kinerja SKPD.

 Fokus pada kualitas, efisiensi,
keadilan dan pelayanan.

 Dikaji secara teratur.

Pengertian Indikator Kinerja Karakteristik Indikator Kinerja 



Kriteria dan Jenis Indikator Kinerja



Pertimbangan Penentuan Indikator Kinerja

1. Biaya pelayanan  mengukur efisiensi yang dinyatakan dalam biaya
per unit, bersifat kuantitatif dan finansial. Contoh: biaya perijinan per 
perusahaan, biaya rawat per pasien.

2. Tingkat pemanfaatan  untuk mengetahui kapasitas sumberdaya
organisasi dengan membandingkan tingkat pemanfaatan dan 
kapasitas yang tersedia.

3. Kualitas pelayanan  kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, 
kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan

4. Standar pelayanan  untuk memberikan pelayanan publik yang 
manusiawi. Misalnya: jumlah tempat tidur dan dokter per rumah
sakit, jumlah ruang dan guru per sekolah.

5. Cakupan pelayanan  untuk mengetahui tingkat penyediaan layanan
dan permintaan. Misalnya: jumlah murid per ruang kelas, jumlah
pasien dalam 1 hari layanan.

6. Kepuasan pelanggan  untuk mengetahui hasil suatu pelayanan
publik. Misalnya: jumlah pengaduan atau komplain, indeks kepuasan
pelanggan dengan melakukan survai kepuasan pelanggan.



Contoh Penentuan Indikator Kinerja

Kegiatan Indikator Kinerja

Masukan (Input) Keluaran

(Output)

Manfaat
(Outcome)

Dampak 
(Impact)

Pengembangan
BUMDes

• Jumlah BUMDes
(20 unit)

• Jumlah dana (Rp. 
600 Juta)

• Jumlah pengelola
BUMDes (200 
orang)

• Pertumbuhan
pengelola
BUMDes terlatih
(dari 20% 
menjadi 80%)

• Pertumbuhan
pelayanan
BUMDes (dari
10% menjadi
90%)

• Pertumbuhan
tingkat
Keuntungan
BUMDes (dari
30% menjadi
65%)

• Pertumbuhan
pendapatan
petani (dari Rp. 
12 juta pertahun
menjadi Rp. 24 
juta pertahun)

Pelatihan Petani • Jumlah Tenaga
Penyuluh 100 
orang

• Jumlah Dana Rp. 
600 juta

• Jumlah petani
terampil (dari 50 
orang menjadi
100 orang)

• Persentase 
pertumbuhan
produksi (5 
persen pertahun
menjadi 7,5 
persen pertahun)



Konsistensi dan Keterkaitan Indikator Kinerja



Konsistensi dan Keterkaitan Indikator Kinerja



Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran

berdasarkan prestasi

kinerja dilakukan

berdasarkan

capaian kinerja

indikator kinerja

analisis standar belanja

standar satuan harga

standar pelayanan minimal

ditetapkan 

dengan 

keputusan 

kepala 

daerah



Anggaran Berbasis Kinerja

 Dalam sistem anggaran berbasis
kinerja setiap usulan program
dan kegiatan selalu dinilai
kewajaran nilai atau besaran
anggaran.

 Analisis Standar Belanja adalah
Standar atau Pedoman yang
digunakan untuk menganalisis
kewajaran beban kerja atau biaya
setiap program atau kegiatan
yang dilaksanakan dalam satu
tahun anggaran.

 Penilaian kewajaran dalam ASB
mencakup dua hal: KEWAJARAN
BEBAN KERJA dan KEWAJARAN
BIAYA

 Keterkaitan logis antara
Program/Kegiatan yang 
diusulkan dengan Kebijakan
Umum Anggaran dan Penetapan
Pagu Anggaran Sementara
 Kesesuaian antara

Program/Kegiatan yang 
Diusulkan dengan Tugas Pokok
dan Fungsi OPD
 Kapasitas Satuan Kerja untuk

Melaksanakan Program/Kegiatan
pada tingkat pencapaian yang 
ditetapkan dalam jangka waktu
setahuan

 Keterkaitan antara Biaya yang 
Dianggarkan dengan Target 
Pencapaian Kinerja (Standar
Biaya)

 Keterkaitan antara Standar
Biaya dengan Standar Harga 
yang Berlaku

 Keterkaitan antara Biaya yang 
dianggarkan, Target 
Pencapaian Kinerja dan Sumber
Dana

 Keterkaitan antara Jenis Belanja
yang seharusnya dengan jenis
kegiatan yang dianggarkan.

ANALISIS STANDAR BELANJA 
(ASB)

PENILAIAN KEWAJARAN 
BEBAN KERJA

PENILAIAN KEWAJARAN 
BIAYA



Kriteria Penentuan Prioritas Anggaran

Kriteria pemilihan kegiatan pokok dan pagu anggaran RKPD, 

Renja dan RKA-SKPD dengan pemberian bobot.

1. Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan 

RENSTRA SKPD: (1) Kecil, (2) Sedang, (3) Besar

2. Pelaksanaan memerlukan studi kelayakan, pembebasan tanah

dan teknis lainnya: (1) Sulit, (2) Sedang, (3) Mudah

3. Waktu: (1) Lama (lebih dari 10 bulan), (2) Sedang (7-10 bulan), (3) Singkat (< 7 bulan) 

4. Biaya: (1) Besar (>Rp. 2 miliar), (2) Sedang (Rp.1miliar-2 miliar), (3) Kecil (<Rp.1 miliar)

5. Kelompok sasaran rakyat miskin terutama anak dan perempuan:

(1) Rendah (<20%), (2) Sedang (20-50%),  (3) Tinggi (>50%)



Titik Kritis Perencanaan



Titik Kritis Penganggaran



Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan RKPD

Kegiatan Pokok

Bobot
Jumlah
Bobot

Prioritas
Dampak Pelaksanaan Waktu Biaya

Kelompok
Sasaran

1. Pembelian
Kendaraan Dinas 1 3 3 1 1 9 5

2. Revitalisasi
Posyandu dan
Puskesmas

3 2 2 3 3 13 1

3. Pembangunan
Gedung SD 3 2 2 2 3 12 2

4. Pembangunan 
Jalan 3 1 2 1 3 10 4

5. Pengembangan
Usaha Kecil, Mikro
dan Koperasi 3 2 1 2 3 11 3

*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan
dan partisipatif.



Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan OPD

Kegiatan Pokok
Bobot Jumlah

Bobot
Prioritas

Dampak Pelaksanaan Waktu Biaya Kelompok
Sasaran

1. Pembelian
Kendaraan Dinas 1 3 3 1 1 9 6

2. Rehabilitasi
Gedung 3 1 2 1 3 9 5

3. Peningkatan
Kapasitas SDM 3 2 2 2 3 12 1

4. Pengadaan
komputer 2 3 2 1 2 10 3

5. Pengembangan
Web-site  

2 2 2 2 3 11 2

6. Pengadaan
peralatan

2 2 2 1 2 9 4

*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan 
dan partisipatif.



KERANGKA LOGIKA PERENCANAAN 
BERBASIS KINERJA4

Masalah, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja



Alur Pikir Perencanaan Berbasis Kinerja

No.

IDENTIFIKASI 

MASALAH
PERUMUSAN KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN

KINERJA 

KEBIJAKAN

Data dan
Informasi

Perencanaan
(Penentuan Prioritas, 
Program, Kegiatan, 
Output dan Lokasi)

Penganggaran
(Penentuan Standar 
Biaya, Standar Harga 

dan Jenis Belanja)

Manajemen 
Organisasi 

(Pemahaman regulasi, 
SOP, dan akuntasi)

Manfaat dan 
Dampak

1 SALAH SALAH SALAH SALAH GAGAL

2 BENAR SALAH SALAH SALAH GAGAL

3 BENAR BENAR SALAH SALAH GAGAL

4 BENAR BENAR BENAR SALAH GAGAL

5 BENAR BENAR BENAR BENAR BERHASIL



Kriteria Rencana yang Baik dan Realistik

• Rumusan masalah jelas dan spesifik.

• Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan
pemecahan masalah.

• Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, 
dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific, Measureable, 
Achievable, Realistic, Time Limit).

• Rencana kegiatan efektif mencapai tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan dalam Rencana Strategis.

• Acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif.

• Rencana kegiatan yang baik menjamin (60%) keberhasilan
pelaksanaan kegiatan.



Kerangka Logika Perencanaan dan 
Pengendalian Kegiatan

4

3

2

1

12 13

10 11

8 9

5

6

7

Ringkasan 
Rencana 
Kerja

Indikator 

kinerja
Sumber 

data

Asumsi

Dampak

Hasil yang 

diharapkan

Keluaran

Kegiatan
(pilihan)

Catatan:  Setelah setiap bagian matriks disusun, 
kemudian logika dari bagian-bagian lain harus diuji dan 
direvisi seperlunya.  Proses dilakukan secara berulang



Kerangka Logika Vertikal

Terjaminnya 
jalur distribusi 
dan pemasaran

Adanya 
lembaga 
pelatihan 

yang andal

Tersedianya 
faktor 

dan prasarana 
produksi

Rencana 

Kerja

Indikator 
Kinerja 

Sumber 

Data

Asumsi

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Dampak
Meningkatnya 
Pendapatan 

Petani

Meningkatnya 
Produktivitas 
Hasil Petani

Meningkatnya 
Keterampilan 

Petani

Pelatihan 
Usaha Tani

• Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi.
• Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan

memberikan hasil (outcome).
• Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan

membawa dampak.



Kerangka Logika Horizontal

Meningkatnya 
Pendapatan 
Petani

Meningkatnya 
Produktivitas 
Hasil  Usaha

Meningkatnya 
Keterampilan 
Petani

Tingkat 
Penguasaan
Teknologi

Kantor BPS dan
Dinas Pertanian

Tingkat 
Produksi
Petani per tahun

Kantor BPS dan 
Dinas Pertanian

Tingkat 
Pendapatan
Petani pertahun

Kantor BPS dan 
Dinas Pertanian

Rencana 

Kerja

Indikator 

kinerja

Sumber 

data

Asumsi

Keluaran

Hasil

Dampak

Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan?

• Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang ditunjukkan dengan indikator
kinerja output dan dibutikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

• Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan dengan indikator
kinerja outcome yang diperoleh dari berbagai sumber data.

• Dampak dari suatu program harus dapat diuji dengan indikator kinerja manfaat dan 
dampak.



Masalah yang dihadapi petani

Meningkatnya kerentanan

dan ketidakberdayaan petani

Menurunnya rasa percaya (trust)
petani

Meningkatnya
keresahan dan kebingungan

petani

Tingginya angka
kemiskinan dan ketertinggalan petani

Pemahaman masalah dan akar masalah yang dihadapi oleh petani menjadi kunci keberhasilan
peningkatan pendapatan petani.

Rendahnya
Pendapatan petani

Tingginya Beban 
Pengeluaran

petani

Kurangnya
Jangkauan

Pelayanan Penyuluh

Kurangnya kesiapan
Pemerintah Daerah 

menghadapi
perubahan

Rendahnya literasi, 
edukasi dan 

budaya sadar
informasi

Rendahnya
kerjasama dan 

kemitraan
antarpetani



Pohon Masalah Kemiskinan Petani

Tingginya Angka 

Kemiskinan petani

Tingginya 
Pengeluaran 
Tidak Tetap

Tingginya 
Biaya Sosial

Terbatasnya Penerimaan petani Tingginya Pengeluaran petani

Tingginya 
Pengeluaran

Tetap

Tingginya 
Pengeluaran
Usaha Tani:

1.Benih dan Bibit
2. Peralatan
3. Upah
4. Pembasmi

Hama
5. Angkutan

Terbatasnya 
Penerimaan 
Tidak Tetap

Kurangnya 
Kegiatan 

Nonpertanian

Rendahnya
Penerimaan 

Tetap (Usaha Tani)

Rendahnya 
Harga jual 

Hasil 
Pertanian:
•Terbatas
nya pema

saran
•Terbatas
nya jalur 
distribusi

Rendahnya
Produktivitas

Hasil Pertanian:
• Terbatasnya

Prasarana
• Terbatasnya 
Keterampilan

Rendahnya 
Mutu Hasil 
Pertanian:
•Terbatas
nya benih
dan bibit
•Terbatas
nya 
teknologi

Tingginya 
Pengeluaran
Rumah Tangga:
1.Makanan
2.Bukan 

Makanan: 
Pendidikan,
Kesehatan,
BBM, 
Angkutan

Tingginya
Biaya Bencana



Pohon Masalah Rendanya Penerimaan Tetap

Rendahnya 
Penerimaan Tetap

petani

Terbatasnya 
Jalur distribusi

Terbatasnya
angkutan 

hasil pertanian

Rendahnya harga jual 
hasil pertanian

Rendahnya produktivitas 
Hasil pertanian

Rendahnya mutu

hasil pertanian

Terbatasnya 
Jalan desa

Terbatasnya 
pemasaran 

Hasil pertanian

Kurangnya 
peran KUD 

dlm pemasaran

Rendahnya 
kapasitas 

pengurus KUD

Terbatasnya 
jumlah petani

terampil

Kurangnya 
pengetahuan

Kurangnya 
Tenaga 

Penyuluh

Terbatasnya 
prasarana dengan 

kondisi baik

Kurangnya 
pemeliharaan

Lemahnya 
Kerjasama

Kelompok tani

Terbatasnya 
Benih unggul

Kurangnya 
pebenihan

Tidak adanya 
Balai benih

Terbatasnya 
teknologi 

pengolahan

Kurangnya 
informasi

Belum adanya 
balai tani 

(pusat informasi)



Pohon Tujuan

Meningkatkan
Penerimaan Tetap

petani 15%

Berkembangnya
Jalur distribusi

(%)

Tersedianya
angkutan 

hasil pertanian

Meningkatkan harga jual 
hasil pertanian

Meningkatkan produktivitas 
hasil pertanian (ton/ha)

Meningkatkan mutu

hasil pertanian

Terbangunnya
Jalan desa (km)

Berkembangnya
pemasaran 

hasil pertanian (%)

Meningkatnya
peran KUD 

dlm pemasaran

Meningkatnya
kapasitas 

pengurus KUD (%)

Meningkatnya
jumlah petani
Terampil (%)

Meningkatnya
Pengetahuan (%)

Tersedianya
Tenaga 

Penyuluh (orang)

Tersedianya
prasarana dengan 

kondisi baik (%)

Terwujudnya
Pemeliharaan

(%)

Meningkatnya
Kerjasama

Kelompok tani (%)

Tersedianya
Benih unggul

(ton)

Tersedianya
pebenihan

Terbangunnya
Balai benih

(unit))

Berkembangnya
teknologi 

Pengolahan (%)

Tersedianya
Informasi (%)

Terbangunnya
balai petani

(unit)



Indikator Kinerja

Jumlah
Penerimaan Tetap

petani (Rp)

Persentase
distribusi

(%)

Jumlah
angkutan hasil
Pertanian (unit)

Jumlah/Nilai harga jual 
hasil pertanian (Rp)

Tingkat produktivitas 
hasil pertanian (ton/ha)

Tingkat mutu

hasil pertanian

Panjang
Jalan desa (km)

Persentase
pemasaran 

hasil pertanian (%)

Jumlah KUD 
dlm pemasaran

Persentase
pengurus KUD

yang terampil (%)

Persentase
petani

Terampil (%)

Tingkat
Pengetahuan (%)

Jumlah
Tenaga 

Penyuluh (orang)

Persentase
prasarana dengan 

kondisi baik (%)

Tingkat 
partisipasi

Pemeliharaan (%)

Tingkat
Kerjasama

Kelompok tani (%)

Jumlah
Benih unggul

(ton)

Tingkat 
ketersediaan

benih

Jumlah
Balai benih

(unit))

Persentase petani yang
Menerapkan teknologi 

pengolahan (%)

Persentase
Penguasaan teknologi 

pengolahan (%)

Persentase petani
yang terlayani
Pusat Informasi

(%)



Pohon Masalah Tingginya Beban Pengeluaran petani

Tingginya Beban
Pengeluaran petani

Tingginya Biaya
Bencana

Kurangnya 
Penanganan 

Bencana

Tingginya Pengeluaran 
(Biaya) Sosial dan Lainnya

Tingginya Pengeluaran 
(Biaya) Hidup Rumah Tangga Tani

Tingginya Pengeluaran

(Biaya) Usaha Tani

Lemahnya 
Penataan Ruang
dan Permukiman

Tingginya
Biaya Sosial

Kurangnya 
Pemahaman

Prioritas

Terbatasnya
Pengetahuan

Tingginya 
Biaya Kesehatan 
dan Pendidikan

Kurangnya 
Prasarana dan 

Sarana

Kurangnya 
Tenaga 

Pengajar dan
Kesehatan

Tingginya
Biaya

Makanan

Kurangnya 
Pasokan Bahan

Makanan

Terbatasnya 
Prasarana 
Angkutan

Tingginya
Biaya Perawatan

Tanaman

Terbatasnya
Peralatan dan 
Perlengkapan

Kurangnya 
Kerjasama

Antarpetani

Tingginya Biaya
Benih/Bibit

Terbatasnya 
Pasokan

Benih/Bibit

Belum Adanya 
Pusat Informasi

Pertanian



Pohon Tujuan Penurunan Pengeluaran petani

Menurunkan Beban
Pengeluaran petani

Menurrunnya 
Biaya/Resiko

Bencana

Meningkatnya
Penanganan 

Bencana

Menurunkan Pengeluaran 
(Biaya) Sosial dan Lainnya

Menurunkan pengeluaran 
(Biaya) Hidup Rumah Tangga Tani

Menurunkan Pengeluaran

(Biaya) Usaha Tani

Berkembangnya
Penataan Ruang
dan Permukiman

Berkurangnya
Biaya Sosial

Meningkatnya
Pemahaman

Prioritas

Meningkatnya
Pengetahuan

Berkurangnya
Biaya Kesehatan 
dan Pendidikan

Tersedianya
Prasarana dan 

Sarana

Tersedianya
Tenaga 

Pengajar dan
Kesehatan

Berkurangnya
Biaya

Makanan

Meningkatnya
Pasokan Bahan

Makanan

Tersedianya
Prasarana 
Angkutan

Berkurangnya
Biaya Perawatan

Tanaman

Tersedianya
Peralatan dan 
Perlengkapan

Meningkatnya
Kerjasama

Antarpetani

Menurunnya 
Biaya

Benih/Bibit

Meningkatnya
Pasokan

Benih/Bibit

Terbangunnya
Pusat Informasi 

Pertanian



Indikator Kinerja Penurunan Beban Pengeluaran Petani

Jumlah
Pengeluaran petani

(Rp)

Jumlah
Biaya/Resiko
Bencana (Rp)

Tingkat
Penanganan 
Bencana (%)

Jumlah Pengeluaran 
(Biaya) Sosial dan Lainnya (Rp)

Jumlah pengeluaran 
(Biaya) Hidup Rumah 

Tangga Tani (Rp)

Jumlah Pengeluaran

(Biaya) Usaha Tani (Rp)

Tingkat
Penataan Ruang
dan Permukiman

Jumlah
Biaya Sosial 

(Rp)

Tingkat
Pemahaman

Prioritas

Tingkat
Pengetahuan

Persentase
Biaya Kesehatan 
dan Pendidikan 

(%)

Rasio
Prasarana dan 

Sarana

Rasio Tenaga 
Pengajar dan
Kesehatan (%)

Jumlah
Pengeluaran
Makanan (Rp)

Tingkat
Pasokan Bahan
Makanan (kg)

Jumlah
Prasarana 
Angkutan

Jumlah
Biaya Perawatan

Tanaman (Rp)

Rasio Peralatan 
dan Perleng-

kapan (%)

Tingkat
Kerjasama

Antarpetani

Jumlah Biaya
Benih/Bibit (Rp)

Persentase
Pasokan Benih/

Bibit (%0

Jumlah
Pusat Informasi 
Pertanian (unit)



Matriks Kegiatan Rencana Strategis

No.
Program/ 
Kegiatan Indikator Kinerja

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Program 

Persentase 
pertumbuhan
produktivitas

5 7,5 8,0 9,0 12,0

Jumlah kesempatan 
kerja baru yang 
tercipta (orang)

500 750 1.000 1.250 1.400

Jumlah pendapatan
petani (Rp.juta)

5 8 10 12 15

1
Revitalisasi
Koperasi Unit 
Desa

Jumlah benih unggul
(ton)

5 10 15 20 25

Nilai pemasaran KUD 
(Rp.Juta)

125 225 275 325 375

Nilai pendapatan
KUD (Rp.juta)

100 200 250 300 350

2 Pelatihan petani

Jumlah petani yang 
memahami Iptek 
baru (orang)

1.500 1.750 2.000 2.400 2.750

Jumlah petani 
terampil (orang)

1.500 1.700 1.900 2.000 2.500

Persentase
peningkatan
produksi (%)

5 5 10 12,5 15

3



SINERGI PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN5

Sinergi dan Konsistensi



PERENCANAAN PENGANGGARAN
PENGADAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN

DAN EVALUASI
AUDIT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

1 2 3 4 5

6

BPKP
BPK

• Bappenas
• Kemenko
• K/L
• Kemendagri
• Pemda

•K/L
•Pemda

• Bappenas
• Kemenkeu
• K/L
• Kemenko
• Kemendagri
• DPR dan DPD

•Kemendagri
•Kemenkeu
•Bappenas
•Kemenpan
•KSP

LKPP

1. Keterkaitan #1: RPJM vs Renstra, RKP vs Renja, Renja vs RKA, RKP vs RAPBN, RKPD vs RAPBD, RAPBD vs RAPBN
2. Keterkaitan #2: Kebutuhan Riil, Standar Biaya dan Standar Harga
3. Keterkaitan #3: Tertutup vs Terbuka     Lelang Manual vs E-Procurement
4. Keterkaitan #4: Kesiapan Perencanaan vs Keterlambatan dan Kapasitas Pelaksanaan
5. Keterkiatan #5: Pengendalian Parsial vs Terpadu, Internal vs Eksternal (Independen)
6. Keterkaitan #6: Audit Keuangan vs Audit Kinerja     Audit Administrasi vs Audit Subtansi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE: (fragmented) sub sistem vs Terpadu (integrated)

Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan, Penganggaran, 
Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Audit

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan 
Pusat dan Daerah

65

Sasaran Tingkat 2

Sasaran Tingkat 3

Sasaran Tingkat 4

Program dan Kegiatan PrioritasProgram dan Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja Utama

Renstra, Renja dan RKA K/L

Indikator Kinerja Utama

Renstra, Renja dan RKA K/L

RPJMN dan RKP

Kontrak Kinerja 
Menteri/Kepala Lembaga

+
Pakta Integritas

Sasaran Tingkat 1
Prioritas Pembangunan

Kontrak Kinerja 
Menteri/Kepala Lembaga

+
Pakta Integritas

Indikator Kinerja Utama

Renstra, Renja dan RKA K/L

Kontrak Kinerja 
Menteri/Kepala Lembaga

+
Pakta Integritas

Sinkronisasi

K
o

n
si

st
en

si

Sekneg, Bappenas, 
BPK. BPKP, KSP

DPR RI/
DPD RI

Indikator Kinerja  Utama

RPJMD dan RKPD

KOMITMEN
Gubernur

+
MOU

Outcome 
dan/Output 

Ouput
dan
Input

Outcome 

Output

65

KOMITMEN 
GLOBAL

RPJPD dan
RTRW +PRIORITAS 

NASIONAL+
KERANGKA 
EKONOMI 

MAKRO DAERAH
+ ASPIRASI 

DAERAH+

Lokasi Lokasi LokasiLokasi

Bappenas
Clearing House

Belanja K/L
Dana 

Transfer 
Daerah dan 
Dana Desa

Dana 
Dekonsentrasi

EVALUASI 
PELAKSANAAN 

RPJMD
+ +

Tujuan dan sasaran 
pembangunan daerah

+
ARAHAN 

(DIREKTIF)
KEPALA DAERAH



Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Pusat dan Daerah

66

Sasaran
Tingkat 3

Sasaran
Tingkat 4

Sasaran
Tingkat 6

Program, Kegiatan dan 
Proyek Pendukung

Program, Kegiatan dan 
Proyek Prioritas

Indikator Kinerja Utama

Dirjen/Deputi
Indikator Kinerja Utama

Dirjen/Deputi

RENJA dan RKA
K/L

Kegiatan dan 
Proyek Prioritas dan 

Pendukung

ANTISIPASI RISIKO
PERUBAHAN

Kegiatan dan 
Proyek Prioritas dan 

Pendukung

Indikator Kinerja Utama

Dirjen/Deputi

Kegiatan dan 
Proyek Prioritas dan 

Pendukung

Sinkronisasi

K
o

n
s
is

te
n

s
i

Sekneg, Bappenas, KSP, 
DPR/DPD RI

Indikator Kinerja Utama 

SEKRETARIS

Kegiatan 
Prioritas dan 
Pendukung

RPJMN dan 
RENSTRA KL +ARAHAN (DIREKTIF)

PRESIDEN+

Outcome 
dan/Output 

Input 
dan

Output

Sasaran
Tingkat 5

Outcome dan/Output 

Otcome 
dan Output

66Lokasi Lokasi LokasiLokasi

Bappenas
Clearing House

Belanja K/L
Dana 

Transfer 
Daerah dan 
Dana Desa

Bantuan 
Dana



Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Daerah

Outcome Program PendukungProgram Prioritas 

RKA K/L

RKP
Impact 

dan/Outcome Prioritas Nasional

K
o

n
s
is

te
n

s
i

RKPD
Outcome dan/ 

Output

Impact dan/Outcome

KOMITMEN 
GLOBAL

EVALUASI 
PELAKSANAAN 

RPJMN
+ARAHAN (DIREKTIF)

PRESIDEN+
KERANGKA 
EKONOMI 

MAKRO
+ ASPIRASI 

DAERAH+

RKA K/L

Kegiatan 
Non 

Prioritas

Proyek 
Prioritas

UKE 1UKE 1

Output

UKE 1UKE 1

Kegiatan 
Non 

Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Non 

Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Non 

Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Output

Output OPDOPD

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Sinkronisasi
BAPPENAS, 

SEKAB dan KSP
DPR dan DPD

1

Lokasi Lokasi LokasiLokasi

2

3

5

4

67

Bappenas
Clearing House

Belanja K/L
Dana 

Transfer 
Daerah dan 
Dana Desa

Bantuan 
Dana



Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota

68

Sasaran 
Tingkat 2

Sasaran 
Tingkat 3

Sasaran 
Tingkat 4

Program Urusan PilihanProgram Urusan Wajib

Indikator Kinerja Utama

Renja dan RKA 
OPD/Dinas

Indikator Kinerja Utama

Renja dan RKA 
OPD/Dinas

RKPD Provinsi

Kontrak Kinerja
Kepala OPD/Dinas

+
Pakta Integritas

Sasaran 
Tingkat 1 Prioritas Pembangunan

RPJMD PROVINSI

Kontrak Kinerja
Kepala OPD/Dinas

+
Pakta Integritas

Indikator Kinerja Utama

Renja dan RKA 
OPD/Dinas

Kontrak Kinerja
Kepala OPD/Dinas

+
Pakta Integritas

Sinkronisasi

K
o

n
s

is
te

n
s
i

BAPPEDA DAN  
SEKDA

DPRD

Indikator Kinerja 

RKPD Kab/Kota

KOMITMEN
Bupati/Walikota

+
MOU

RPJPD dan

RTRW

Outcome 
dan/Output 

Output 
dan

Input 

Outcome

Output

RPJMN,dan Komitmen 
Global: SDG’s, dll

Bappeda
Clearing House

Belanja OPD
Dana 

Transfer 
Daerah dan 
Dana Desa

Bantuan 
Dana



Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota
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Sasaran
Tingkat 3

Sasaran
Tingkat 4

Sasaran
Tingkat 6

Program, Kegiatan dan 
Proyek Pendukung

Program, Kegiatan dan 
Proyek Prioritas

Indikator Kinerja Utama

Kabag/Kasubdit
Indikator Kinerja Utama

Kabag/Kasubdit

RENJA dan RKA
DINAS/OPD

Kegiatan dan 
Proyek Prioritas dan 

Pendukung

ANTISIPASI RISIKO
PERUBAHAN

Kegiatan dan 
Proyek Prioritas dan 

Pendukung

Indikator Kinerja Utama

Kabag/Kasubdit

Kegiatan dan 
Proyek Prioritas dan 

Pendukung

Sinkronisasi

K
o

n
s
is

te
n

s
i

Sekda, Bappeda, DPRD

Indikator Kinerja Utama 

SEKRETARIS

Kegiatan 
Prioritas dan 
Pendukung

RPJMD dan 
RENSTRA +ARAHAN (DIREKTIF)

GUBERNUR+

Outcome 
dan/Output 

Input 
dan

Output

Sasaran
Tingkat 5

Outcome dan/Output 

Otcome 
dan Output

69Lokasi Lokasi LokasiLokasi

Bappeda
Clearing House

Belanja OPD
Dana 

Transfer 
Daerah dan 
Dana Desa

Bantuan 
Dana



Sinkronisasi dan Konsistensi Prioritas Provinsi dan 
Kabupaten/Kota

Outcome Program PendukungProgram Prioritas 

RKA OPD/Dinas

RKPD
Impact 

dan/Outcome Prioritas Daerah

K
o

n
s
is

te
n

s
i

RKA Kecamatan
Outcome dan/ 

Output

Impact dan/Outcome

KOMITMEN 
GLOBAL

PRIORITAS 
NASIONAL +TARGET RPJMD+

KERANGKA 
EKONOMI 

MAKRO DAERAH
+

ASPIRASI 
CAMAT DAN 

LURAH
+

RKA OPD/Dinas

Kegiatan 
Non 

Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kabag/KabidKabag/Kabid

Output

Kabag/KabidKabag/Kabid

Kegiatan 
Non 

Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Non 

Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Non 

Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Output

Output OPDOPD

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Proyek 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Sinkronisasi
BAPPEDA, SEKDA 

dan Inspektorat 
Daerah

DPRD

1

Lokasi Lokasi LokasiLokasi

2

3

5

4
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Bappeda
Clearing House

Belanja OPD
Dana 

Transfer 
Daerah dan 
Dana Desa

Bantuan 
Dana



Identifikasi Fakta dan Analisis Masalah

Desa

Fakta 

(Data dan Informasi Statistik, dan 

Pendapat)

Analisis Masalah atau Faktor Penyebab 1)

Jumlah 

Skala  2)

Urutan 

Prioritas 3) Isu Strategis
SDA SDM PRA MOD LEM IPTEK

Potensi Masalah

• Pertanian 
Pangan: padi dan 
palawija

• Perkebunan 
Karet

• Rendahnya 
produktivitas

• Rendahnya Harga 
jual

• Rendahnya 
pendapatan petani

1 3 3 4 4 5 29 3

• Pelatihan petani
• Pembangunan

prasarana
• Penyediaan modal
• Pengembangan 

IPTEK

• Pertanian 
Pangan: padi dan 
palawija

• Perkebunan 
kelapa sawit

• Rendahnya 
produktivitas

• Rendahnya Harga 
jual

• Rendahnya 
pendapatan petani

1 3 3 4 4 5 30 2

• Pelatihan petani
• Pembangunan

prasarna
• Penyediaan modal
• Pengembangan 

IPTEK

Pertanian 
pangan: ubi katyu 
dan ubi jalar

• Rendahnya 
produktivitas

• Rendahnya Harga 
jual

• Rendahnya 
pendapatan petani

2 3 4 5 4 5 31 1

• Pelatihan petani
• Pembangunan

prasarna
• Penyediaan modal
• Pengembangan 

IPTEK

Perkebunan 

• Rendahnya 
produktivitas

• Rendahnya Harga 
jual

• Rendahnya 
pendapatan petani

1 2 3 4 4 4 24 4

• Pelatihan petani
• Pembangunan

prasarna
• Penyediaan modal
• Pengembangan 

IPTEK

....

• Identifikasi masalah dan faktor penyebab dilakukan dengan menganalisis ketersedian Sumber Daya Alam (SDA), kesiapan Sumber Daya 
Manusia (SDM), ketersediaan Prasarana (PRA), kecukupan Modal (MOD), kesiapan Kelembagaan (LEM) dan kesiapan dukungan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

• Analisis masalah dilakukan dengan memberikan skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar dan (5) Sangat Besar.



Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kinerja Dinas/OPD
Kecamatan…

Prioritas 

Pem-

banguan

Progam/ 

Kegiatan

OPD/Dinas
Sasaran

Indikator 

Kinerja

2024 2025 2026 2027 2028

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Peningkatan 
nilai tambah 
komoditas 
unggulan  
pertanian 
pangan dan 
palawija

Peningkatan 
Produksi Padi
• Pengadaan 

benih
• Pengadaan 

obat-obatan

Dinas 
Pertanian

Meningkat-
nya produksi
padi sebesar
10%

Jumlah produksi 
padi

Penyediaan
modal

Dinas 
Koperasi

Tersedia-nya 
modal bagi 30 
kelompok tani

Jumlah kelompok 
tani penerima 
modal

Pembangunan 
tanggul

Dinas PU Terbangunnya 
tanggul 2 km

Panjang tanggul

Pembangun-an 
jalan Desa

Dinas PU Terbangunnya 
jalan desa 6 
km 

Panjang jalan 
desa

Peningkatan 
peran KUD

Dinas 
Koperasi

Meningkatnya 
nilai usaha 
KUD

Jumlah penjualan 
KUD

Pengolahan hasil 
pertanian

Dinas 
Perindus-
trian

Meningkatnya 
produ-ksi 
jagung olahan 
10%

Jumlah produksi 
jagung olahan

Perluasan 
Pemasaran

Dinas Perda-
gangan

Meningkatnya 
nilai 
perdagangan 
15%

Jumlah penjualan 
padi olahan

MASUKAN RENCANA STRATEGIS 
DINAS KUMKM

RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR

RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG

MASUKAN RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERTANIAN



Rencana Strategiis Dinas PUPR
Kabupaten ....

Prioritas Kecamatan
Progam/ 
Kegiatan

Sasaran
Indikator 
Kinerja

2024 2025 2026 2027 2028

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pening-katan 
nilai tambah 
komoditas 
unggulan  
pertanian 
pangan dan 
palawija

Peningkatan 
jalan
• Pembangunan 

Jalan desa
• Pembangunan 

jaringan irigasi

Meningkatnya 
akses prasarana 
pertanian
• Terbangunnya 

jalan desa 2 km
• Terbangunnya 

jaringan irigasi 
300 m

Jumlah 
prasarana 
pertanian 
• Panjang

jalan desa
• Panjang 

jaringan 
irigasi

Peningkatan 
jalan
• Pembangunan 

Jalan desa
• Pembangunan 

jaringan irigasi

Meningkatnya 
akses prasarana 
pertanian
• Terbangunnya 

jalan desa 3 km
• Terbangun-nya 

jaringan irigasi 
400 m

Jumlah 
prasarana 
pertanian 
• Panjang

jalan desa
• Panjang 

jaringan 
irigasi

Peningkatan 
jalan
• Pembangunan 

Jalan desa

Meningkatnya 
akses prasarana 
pertanian
• Terbangun-nya 

jalan desa 4 km

Jumlah 
prasarana 
pertanian 
• Panjang

jalan desa

Peningkatan 
jalan
• Pembangunan 

Jalan desa

Meningkatnya 
akses prasarana 
pertanian
• Terbangunnya 

jalan desa 3 km

Jumlah 
prasarana 
pertanian 
• Panjang

jalan desa



Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kinerja Dinas/OPD
Kabupaten…

Prioritas 

Pem-

banguan

Progam/ 

Kegiatan

OPD/Dinas
Sasaran

Indikator 

Kinerja

2024 2025 2026 2027 2028

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Peningkatan 
nilai tambah 
komoditas 
unggulan  
pertanian 
pangan dan 
palawija

Peningkatan 
Produksi Padi
• Pengadaan 

benih
• Pengadaan 

obat-obatan

Dinas 
Pertanian

Meningkat-
nya produksi
padi sebesar
10%

Jumlah produksi 
padi

Penyediaan
modal

Dinas 
Koperasi

Tersedia-nya 
modal bagi 30 
kelompok tani

Jumlah kelompok 
tani penerima 
modal

Pembangunan 
tanggul

Dinas PU Terbangunnya 
tanggul 2 km

Panjang tanggul

Pembangun-an 
jalan Desa

Dinas PU Terbangunnya 
jalan desa 6 
km 

Panjang jalan 
desa

Peningkatan 
peran KUD

Dinas 
Koperasi

Meningkatnya 
nilai usaha 
KUD

Jumlah penjualan 
KUD

Pengolahan hasil 
pertanian

Dinas 
Perindus-
trian

Meningkatnya 
produ-ksi 
jagung olahan 
10%

Jumlah produksi 
jagung olahan

Perluasan 
Pemasaran

Dinas Perda-
gangan

Meningkatnya 
nilai 
perdagangan 
15%

Jumlah penjualan 
padi olahan

MASUKAN RENCANA STRATEGIS 
DINAS KUMKM

RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR

RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG

MASUKAN RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERTANIAN



Rencana Strategis Dinas PUPR
Provinsi Jawa Timur

Prioritas
Kabupaten/ 

Kota
Progam/ 
Kegiatan

Sasaran
Indikator 
Kinerja

2024 2025 2026 2027 2028

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pening-katan 
nilai tambah 
komoditas 
unggulan  
pertanian 
pangan dan 
palawija

Peningkatan 
jalan
• Pembangunan 

Jalan desa
• Pembangunan 

jaringan irigasi

Meningkatnya 
akses prasarana 
pertanian
• Terbangunnya 

jalan desa 2 km
• Terbangunnya 

jaringan irigasi 
300 m

Jumlah 
prasarana 
pertanian 
• Panjang

jalan desa
• Panjang 

jaringan 
irigasi

Peningkatan 
jalan
• Pembangunan 

Jalan desa
• Pembangunan 

jaringan irigasi

Meningkatnya 
akses prasarana 
pertanian
• Terbangunnya 

jalan desa 3 km
• Terbangun-nya 

jaringan irigasi 
400 m

Jumlah 
prasarana 
pertanian 
• Panjang

jalan desa
• Panjang 

jaringan 
irigasi

Peningkatan 
jalan
• Pembangunan 

Jalan desa

Meningkatnya 
akses prasarana 
pertanian
• Terbangun-nya 

jalan desa 4 km

Jumlah 
prasarana 
pertanian 
• Panjang

jalan desa

Peningkatan 
jalan
• Pembangunan 

Jalan desa

Meningkatnya 
akses prasarana 
pertanian
• Terbangunnya 

jalan desa 3 km

Jumlah 
prasarana 
pertanian 
• Panjang

jalan desa



RENCANA KERJA PEMERINTAH 20236
Prioritas dan Fokus



Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas

Isu Global
• Varian COVID-19

• Pasokan Pangan dan Energi

• Inflasi

• Investasi

• Industri dan Pariwisata

Isu Nasional
• Fiscal Deficit

• Investasi

• Rantai Nilai

• Inflasi dan Daya Beli

Isu Lokal
• Bencana dan Daya dukung

Lingkungan

• Pemantapan Pemulihan

Ekonomi

• Daya beli

• Kemiskinan dan Pengangguran

• Pemerataan

Paradigma Sehat Nasional

Integrasi Ekonomi
Domestik (Major Project, 
Proyek Strategis Nasional 

dan PEN)

Paradigma
Berkelanjutan

Paradigma
Tangguh

Paradigma
Tumbuh

Paradigma
Berkeadilan

Kenormalan Baru
(New Normal)

Strategi dan Arah
Kebijakan

Prioritas Pembangunan

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan dan Desa

Pengembangan Kawasan 
dan Penguatan Rantai

Nilai (Value Chain)

Inovasi Daerah, 
Upgrading dan Standar
Baru Pelayanan Publik 

dan Daya Saing

Revitalisasi Kecamatan
dan Inovasi

Desa/Kelurahan
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TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2023

Tema RKP Tahun 2023

“Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkelanjutan”
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Sasaran dan Arah Kebijakan RKP TAHUN 2023

Sasaran RKP Tahun 2023

Arah Kebijakan
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Sasaran Pembangunan Wilayah RKP 2023



Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Tingkat Kemiskinan

Sasaran Pembangunan Wilayah RKP 2023
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FOKUS DAN HIGHLIGHT MAJOR PROJECT RKP 2023

Dukungan MP:
o MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
o MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan 

dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0) 

• Sistem Kesehatan
• Pendidikan (Sistem Pendidikan dan

Pendidikan Karakter)

2. Peningkatan kualitas SDM: 
kesehatan dan pendidikan

• Penyediaan lapangan usaha

Dukungan MP:
o Didukung oleh MP pada Arah

Kebijakan 1,2, 4 dan 5

3. Penanggulangan pengangguran 
disertai peningkatan decent job 

6. Pembangunan rendah karbon dan 
transisi energi dan respon terhadap
perubahan iklim

• Ekonomi rendah karbon
• Transisi energi

Dukungan MP:
o MP Pembangunan Fasilitas

Pengolahan Limbah B3
o MP Akselerasi Pengembangan Energi

Terbarukan dan Konservasi Energi

1. Percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem

• Sistem Jaminan Sosial
• Modernisasi Pertanian
• Pemerataan Pembangunan

Dukungan MP:
o MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
o MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi

Pangan)
o MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa

Pago dan Wilayah Adat Domberay

7. Percepatan pembangunan infrastruktur
dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

• Penyediaan air bersih dan sanitasi
• Infrastruktur Digital
• Infrastruktur Konektivitas

Dukungan MP:
o MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
o MP Transformasi Digital
o MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
o MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan 

Stunting

5. Revitalisasi industri dan 
penguatan riset terapan

• Industrialisasi
• Riset dan Inovasi

Dukungan MP:
o MP Kawasan Industri Prioritas

dan Smelter

4. Mendorong pemulihan
dunia usaha

Dukungan MP:
o MP Destinasi Pariwisata Prioritas
o MP Pengelolaan Terpadu UMKM

• Revitalisasi pariwisata
• Pengembangan UMKM



1. Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas

2. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

3. Destinasi Pariwisata Prioritas

4. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan 
Nelayan

5. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi
Energi

6. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan 
Bandeng

7. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf
Internasional

8. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

9. Pengelolaan Terpadu UMKM

PN 1 PN 2

10. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

11. Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, Makassar

12. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

13. Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

14. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat
Domberay

15. Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

16. PKSN Kawasan Perbatasan Negara

17. Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat 
(Reforma Agraria)

PN 3

18. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

19. Pembangunan Science Techno Park

20. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

21. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

22. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

PN 4

Mendukung Pelaksanaan MP di PN Lainnya

PN 5
23. Rumah Susun Perkotaan

24. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

25. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 
Persen Rumah Tangga)

26. Pemulihan 4 DAS Kritis

27. 18 Waduk Multiguna

28. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

29. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

30. Kereta Api Makassar-Pare Pare

31. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan 
Jakarta-Bandung)

32. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

33. Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

34. Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

35. Jembatan Udara 37 Rute di Papua

36. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 WM: Jakarta, 
Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar

37. Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, 
Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MCA

38. Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

39. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 Km)

40. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak

41. Transformasi Digital

PN 6

42. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

43. Penguatan Sistem Peringatan Dini bencana

PN 7

44. Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

45. Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Proyek Prioritas (Major Projects) 2023
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Kebijakan Pembangunan Wilayah 2023

848484

Menyelesaikan isu ketimpangan 

antarwilayah

Dengan sasaran antara lain:

1. meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-
KTI, Jawa-luar Jawa); 

2. meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-
pusat pertumbuhan wilayah; 

3. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan 
dasar, daya saing serta kemandirian daerah; 

4. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang 
wilayah. 

Mendorong transformasi dan akselerasi 
pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, 

Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan 
Papua, dan tetap menjaga momentum 
pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan 

Sumatera”. 

Koridor PemerataanKoridor Pertumbuhan

“memacu pertumbuhan ekonomi 
nasional melalui percepatan 
pengembangan kawasan-kawasan 
pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, 
KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa 
serta kawasan aglomerasi 
perkotaan pada kabupaten/kota 
yang terletak pada koridor 
pertumbuhan”

‘’meningkatkan pelayanan dasar yang 
lebih merata melalui pengembangan 
Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat 
Kegiatan Lokal sehingga terbentuk 
pusat-pusat pelayanan dasar baru 
yang menjangkau daerah pelayanan 
yang lebih luas terutama 
kabupaten/kota dalam koridor 
pemerataan. 

Target, Major Project dan Proyek Prioritas di 7 wilayah pembangunan

Pembangunan kewilayahan diarahkan Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah



KOLABORASI DAN SINERGI LOKASI PRIORITAS
Rantai Nilai, Tata Ruang, Lahan, Infrastruktur dan Kewenangan



HARMONISASI FORUM DAN RAPAT KOORDINASI
Forum Perencanaan Rakorteknis, Rakorbang dan Rakorgub



PENUTUP7
Kerjasama dan Kolaborasi Multipihak



KOMPARATIF

Kondisi ketertiban dan keamanan daerah 

yang stabil dan terjaga dengan baik.

Kondisi geografis dan sumber daya alam

yang dikelola dengan baik, aman dan 

berkelanjutan

Penduduk, angkatan kerja, dan tenaga 
kerja terdidik, tangguh dan sadar 

bencana.

Infrastruktur: jalan, 
pelabuhan, bandar 
udara, listrik, air 

bersih, dan jaringan 
transportasi yang 

modern dan tertata, 
infrastruktur 

kebencanaan yang 
siap.

Produksi dan jasa 

berstandar

internasional

Iklim investasi dan 

iklim usaha yang 

mendukung

Protokol kesehatan dan kebencanaan yang solid dan 
konsisten.

Kebijakan belanja atau investasi pemerintah yang jelas, 

konsisten, terukur dan berkesinambungan

Perluasan Jejaring dan Promosi Riset, Investasi dan 

perdagangan internasional yang kuat

Kerjasama dan kemitraan
Pemerintah, Pemda, Pelaku

usaha, Perguruan tinggi, 
Masyarakat dan Media 

dalam riset dan 
pengembangan teknologi 

dan inovasi unggulan

KOMPETITIF

Pelaku bisnis yang 

bermutu tinggi dengan 

semangat kewirausahaan, 

profesional, disiplin dan 

etos kerja kuat; memiliki 

kemampuan manajerial 

dan jaringan luas.
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Pentahelix

Business

Academy 

Govern
ment

Commu
nity

Media

KOLABORATIF

Birokrasi daerah yang modern, profesional dan akuntabel

Kerjasama dan Kolaborasi Membangun Keunggulan



What next?
Agenda Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi

Kerjasama Pemerintah Daerah dan 
Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian

Kerjasama Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Daerah Lainnya

Kerjasama Pemerintah Daerah, Perbankan
dan Swasta

Kerjasama Pemerintah Daerah, Mayarakat
Sipil dan Mitra Pembangunan

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Media

Kerjasama Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Daerah Luar Negeri

1. Proyek Kerjasama Investasi dan Perdagangan
2. Pengembangan Rantai Nilai Produksi dan Pariwisata
3. Penguatan dan Pengembangan Konektivitas
4. Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

1. Penyiapan Lulusan PT yang unggul, inovatif dan berkualitas
2. Pengembangan Riset Unggulan dan Proyek Unggulan
3. Penguatan Manajemen Pengetahuan
4. Peningkatan Kapasitas Aparat

1. Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kerjasama UMKM
2. Pembiayaan Investasi Produktif dan Penguatan Rantai Nilai
3. Perluasan Promosi dan Pemasaran
4. Pengembangan Teknologi dan Fasilitasi Transformasi Digital

1. Pengembangan Inovasi
2. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan
3. Pendampingan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Proyek Rintisan (pilot project)

1. Pemantauan Kinerja Pembangunan
2. Diseminasi Kebijakan dan Program Pembangunan
3. Literasi, Edukasi dan Budaya Pengettahuan
4. Pengawasan (Watchdog) dan Masukan (Feedback)

1. Berbagi Informasi dan Pengetahuan (knowledge sharing)
2. Alih Teknologi dan Peralatan
3. Perluasan Perdagangan dan Investasi
4. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan
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